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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan aparat penegak hukum Polisi, 
Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dan penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi, dan mengetahui mekanisme penyidikan dan penuntutan 
Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Metode 
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Sumber data terdiri penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Teknik 
pengumpulan data dengan studi dokumentasi, kepustakaan dan wawancara, selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
sering terjadinya benturan dan tumpang tindih kewenangan, hal ini disebabkan KPK 
memiliki multi kewenangan atau kekhususan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme 
penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK 
yaitu apabila KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah 
dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, maka kedua instansi tersebut wajib 
memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Setelah KPK mulai melakukan 
penyidikan maka penyidikan yang dilakukan Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera 
dihentikan kemudian diambil alih oleh KPK dengan terus koordinasi dengan pihak 
Kepolisian dan Kejaksaan.  
 
Kata kunci: penuntutan, penyidikan, tindak pidana korupsi  
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the authority of law enforcement police, prosecutors and the 
Corruption Eradication Commission (KPK) in the investigation and prosecution of 
corruption, and knowing the mechanism of investigation and prosecution of Corruption 
conducted the police, judiciary and the Commission. The method used is normative. This 
type of data consists of primary data and secondary data. The data source consists of 
research literature and field research. Data collection techniques to study the 
documentation, literature and interviews, then analyzed qualitatively and presented 
descriptively. The results showed frequent occurrence of conflict and overlapping 
authority, it is because the Commission has a multi authority or specificity in accordance 
with Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. The mechanism of 
investigation and prosecution of Corruption by police, prosecutors and the Commission 
that if the Commission is not conducting an investigation, while the case has been 
conducted investigation by police or prosecutors, the two institutions it shall notify the 
Corruption Eradication Commission no later than 14 (fourteen) working days after the 
date of commencement of the investigation. After the Commission began an 
investigation, the investigations conducted by the Police or the Attorney is stopped 
immediately and then taken over by the Commission to continue to coordinate with the 
police and the judiciary. 
 
Keywords: prosecution, investigation, corruption 
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PENDAHULUAN 
Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa hukum pidana adalah 
peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan 
oleh instansi yang berkuasa diberikan (dijatuhkan) kepada seorang sebagai hal 
yang tidak mengenakan dan tidak sehari-hari diberikan. Undang-Undang Hukum 
Pidana Indonesia telah mengatur tentang batasan-batasan yang harus dilakukan 
oleh setiap warga negara Indonesia sehingga aturan yang telah ditetapkan dalam 
bentuk perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sesuai 
dengan tujuan dibentuknya hukum.
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Berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang serius 
dibandingkan tindak pidana yang lainnya. Sejarah juga membuktikan bahwa 
hampir setiap negara dihadapkan dengan masalah korupsi, tidak terkecuali di 
negara kita, korupsi semakin merajalela hingga timbul nada pesimis dari mulut 
anak bangsa yang mengatakan ”korupsi tidak akan pernah selesai untuk diberantas 
selama masih ada tangan-tangan jahil yang tidak bermartabat hidup di dunia ini”.2 
Secara yuridis pengertian Korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. dijelaskan tentang pengertian 
Korupsi, yaitu:  
1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat 
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 Soekanto, Soerjono, 1976, Berbagai Permasalahan Hukum dalam Pembangunan Indonesia, 
Jakarta: UI-Press, hal. 23. 
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tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 
lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3). Komisi 
Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan 
hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 4).
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Dalam rangka supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan 
penuntutan yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan terhadap perkara-perkara 
korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara. Juga untuk 
perkara-perkara korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat 
dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 Miliar (Pasal 8 jo Pasal 
11). KPK tidak diperkenankan menerbitkan Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan/Penuntutan (Pasal 40). 
Hukum dan aparat penegak hukum adalah faktor yang tidak dapat 
dipisahkan antara satu dengan yang lain, apabila dipisahkan akan mengakibatkan 
tidak tercapainya tujuan hukum yang diharapkan. Oleh karena, keberadaan 
POLRI, JAKSA dan KPK sebagai institusi penegak hukum, mempunyai peranan 
sentral dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia sebab, POLISI, 
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 .Moh Hatta, 2014, KPK dan Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta:Liberty, hal. 194. 
4 
JAKSA, dan KPK merupakan filter antara proses penyidikan dan penuntutan 
tindak pidana korupsi di Indonesia.
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Berdasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan aparat penegak hukum 
Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dan 
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan mengetahui mekanisme 
penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Kepolisian, 
Kejaksaan dan KPK.  
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis 
data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data terdiri 
penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data 
dengan studi dokumentasi, kepustakaan dan wawancara, selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kewenangan Aparat Penegak Hukum Polisi, Jaksa, KPK dalam Penyidikan 




Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang Penyidikan 
yang berbunyi sebagai berikut. 
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
mencari cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 
 
                                                          
4
 Tumbur Ompur Sunggu, 2012, Keberadaan Komisi Pemberantas Korupsi dalam Penegakan 
Hukum di Indonesia, Yogyakarta:Total Media, hal 46. 
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Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di 
atas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap 
keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
atau peristiwa kejahatan dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas 
pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu 
menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana 
(kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang 
ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada 
penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. 
Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat peristiwa hukum yang 
sesungguhnya, contohnya dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran hukum 
lingkungan hidup, dan dalam kasus perusakan yang biasanya dijerat dengan Pasal 
170 KUHP. 
Berdasarkan ketentuan kewenangan Kepolisian dalam Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang ditentukan telah jelas disebutkan kewenangan 
Kepolisian baik secara umum dan khusus termasuk kewenangan penyelidikan dan 
penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, tetapi dalam penuntutannya 
diserahkan kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum. Kewenangan Kepolisian 
dalam pelaksanaan penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan 
pemberantasan korupsi apabila yang disidik sudah menjadi tersangka haruslah ada 
Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri; Kepolisian dapat mengeluarkan SP3 (Surat 
Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan) dan tidak dapat melakukan 
penyadapan dan merekam pembicaraan. KPK dalam kewenangan kekhususannya 
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(multi kewenangan) dalam pelaksanaan penegakan hukum penyelidikan dan 
penyidikan pemberantasan korupsi dapat melanjutkan hingga ke penuntutan tidak 
diserahkan penuntutannya ke Kejaksaan, kalau sudahmenjadi tersangka di KPK 
tidak perlu ada ijin dari pejabat sebagai atasannya, dalam penggeledahan dan 
penyitaan tidak perlu ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat 
mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan).  
Penuntutan 
Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hukum acara pidana 
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan”. 
Selanjutnya adalah pengertian jaksa dan penuntut umum menurut Pasal 1 
butir 6 dalam KUHAP yaitu: 
1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim. 
 
Kejaksaan Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang diberi 
wewenang oleh negara untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang 
menjadi lingkup tugasnya. Namun berdasarkan undang-undang di atas, dalam 
Pasal 30 ayat (2), Kejaksaan Negara Republik Indonesia juga diberi tugas dan 
kewenangan untuk menjadi pengacara negara khusus hanya dalam perkara Perdata 
dan Tata Usaha Negara. Untuk menjadi pengacara negara tentu dengan 
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mekanisme yang jelas, antara lain harus adanya pernyataan yang jelas tentang 
penguasaan urusan keperdataan dari pemerintahan Republik Indonesia pada 
tingkat pusat hingga tingkat daerah. 
Ketentuan kewenangan Kejaksaan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 
1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dijelaskan di 
muka, kewenangan Kejaksaan secara umum hanya menerima hasil penyidikan 
dari Kepolisian untuk penuntutan dan kewenangan dalam tindak pidana tertentu 
atau tindak pidana khusus. Kejaksaan telah diberikan kewenangan penyelidikan, 
penyidikan hingga kepenuntutan termasuk di dalamnya perkara khusus tindak 
pidana korupsi, maka kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum 
pemberantasan korupsi dalam tindakan penyelidikan, penyidikan hingga ke 
penuntutan hampir sama dengan kewenangan KPK yang diberikan berdasarkan 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Sementara itu, KPK memiliki kewenangan khusus atau multi kewenangan, 
antara lain kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (Pasal 6), 
bahkan penyidikan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana lazim yang 
berlaku (Pasal 46). Dalam rangka supervisi, KPK berwenang mengambil alih 
penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan 
terhadap perkara-perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, 
penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Juga 
untuk perkara-perkara korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan 
masyarakat dan/atau menyangkut kerugian paling sedikit Rp 1 Miliar (Pasal 8 jo 
Pasal 11). KPK tidak diperkenankan menerbitkan surat perintah Penghentian 
Penyidikan/Penuntutan (Pasal 40). 
8 
Kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi antara 
Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sering terjadi benturan dan tumpang tindih 
kewenangan, hal ini dikarenakan KPK memiliki multi kewenangan atau 
kekhususan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu 
kewenangan kekhususan KPK dalam penyidikan dan penuntutan di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi, KPK dalam pemberantasan korupsi tidak perlu ada ijin 
dari Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan/Penuntutan), dapat melakukan penyadapan dan merekam 
pembicaraan dan dapat melakukan segala tindakan kekhususan lainnya 
sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1).  
Meskipun Kepolisian juga mempunyai kewenangan melakukan 
penyidikan tindak pidana korupsi dan Kejaksaan mempunyai kewenangan 
melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, akan tetapi 
kewenangan kekhususan KPK ini berbeda dengan kewenangan Kepolisian 
sebagaimana diberikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan kewenangan 
Kejaksaan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) No 8 Tahun 1981, dalam penyidikan maupun penuntutan dalam 
pemberantasan korupsi harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, dapat 
mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan), tidak 
dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 
 Dengan kewenangan kekhususan KPK itulah dapat dilihat adanya 
perbedaan dari kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, dengan demikian, 
keberadaan KPK dengan kewenangan kekhususannya sebagai lembaga khusus 
pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan untuk memberantas korupsi, 
karena korupsi sudah tergolong kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan 
kewenangan kekhususan, supaya pemberantasan korupsi efektif dan efisien. 
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Mekanisme Penyidikan dan Penuntutan yang Dilakukan Kepolisian, 
Kejaksaan dan KPK dalam Tindak Pidana Korupsi 
 
Sebelum membahas mengenai mekanisme penyidikan dan penuntutan 
tindak pidana korupsi perlu diketahui bahwa segala kewenangan yang berkaitan 
dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi 
penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi 
kecuali pada Pasal 7 ayat 2 tidak berlaku lagi bagi penyidik tindak pidana korupsi 
(Pasal 38).  
Setelah Penyidik Polri atau KPK menerima informasi tentang adanya 
dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi maka penyidik Polri/KPK segera 
mencari, menelaah serta menemukan kebenaran tentang apakah benar telah terjadi 
tindak pidana korupsi, siapa saja yang terlibat dalam perkara tindak pidana 
korupsi, bagaimana sifat perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. 
Apabila benar seorang melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan itu 
sesuai yang dirumuskan pada pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka 
penyidik segera memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan melakukan 
penangkapan disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas 
tersangka, bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi. Apabila 
tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan 
bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti 
yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. 
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Setelah berkas-berkas dan berita acara hasil penyidikan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian lengkap sesuai dengan persyaratan 
peraturan perundang-undangan maka berkas perkara tersebut selanjutnya akan 
dilimpahkan ke Kejaksaan supaya segera dilakukan Penuntutan. Apabila berkas 
perkara penyidikan belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas 
perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk 
dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, 
penyidik harus sudah menyampaikan berkas itu kepada Penuntut Umum. 
Berlakunya KUHAP, di mana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan 
diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 
KUHAP, maka Kejaksaan tidak lagi berwenang melakukan penyidikan terhadap 
perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983, jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
tertentu (Tindak Pidana Khusus). 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain melakukan 
supervisi terhadap Instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, yang 
memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan 
terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi 
dimaksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik 
Polisi dan Jaksa dalam melakukan pemberantasan korupsi. Mengingat 
pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, 
Kejaksaan maka kewenangan supervisi KPK diperlukan kecermatan, prinsip 
kehati-hatian agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan. 
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Tugas dan wewenang KPK menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 
Pasal 6 yaitu (a)  Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang 
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (c) Melakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,  
(d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan  
(e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Terjadinya tarik ulur kewenangan dalam hal pemberantasan tindak pidana 
korupsi oleh penyidik Kepolisian maupun penuntut umum Kejaksaan, seharusnya 
tidak boleh terjadi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8 ayat (2), cukup jelas bahwa KPK 
juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. 
Sejak diterimanya permintaan KPK pada pihak Kepolisian dan Kejaksaan, kedua 
instansi tersebut hanya memiliki waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 
Hal yang demikian dimaksudkan guna menghindari terjadinya tindakan hukum 
yang tidak profesional dalam menangani tindak pidana korupsi. 
KPK diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan 
hukum pengambil alihan dalam suatu proses tindakan hukum terhadap perkara 
tindak pidana korupsi. Apabila dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara 
tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi 
tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. 
Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan dilakukan koordinasi 
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secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal Komisi 
Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan dan penyidikan 
dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau 




Pertama, kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi 
antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sering terjadi benturan dan tumpang tindih 
kewenangan, hal ini dikarenakan KPK memiliki multi kewenangan atau 
kekhususan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu 
kewenangan kekhususan KPK dalam penyidikan dan penuntutan di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi, KPK dalam pemberantasan korupsi tidak perlu ada ijin 
dari Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan/Penuntutan), dapat melakukan penyadapan dan merekam 
pembicaraan dan dapat melakukan segala tindakan kekhususan lainnya 
sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1). Meskipun Kepolisian juga mempunyai 
kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan Kejaksaan 
mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana 
korupsi, akan tetapi kewenangan kekhususan KPK ini berbeda dengan 
kewenangan Kepolisian sebagaimana diberikan Undang-Undang No. 2 Tahun 
2002 dan kewenangan Kejaksaan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 Tahun 1981, dalam penyidikan maupun 
penuntutan dalam pemberantasan korupsi harus ada ijin dari Ketua Pengadilan 
Negeri, dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan/Penuntutan), tidak dapat melakukan penyadapan dan merekam 
13 
pembicaraan. Dengan kewenangan kekhususan KPK itulah dapat dilihat adanya 
perbedaan dari kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, dengan demikian, 
keberadaan KPK dengan kewenangan kekhususannya sebagai lembaga khusus 
pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan untuk memberantas korupsi, 
karena korupsi sudah tergolong kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan 
kewenangan kekhususan, supaya pemberantasan korupsi efektif dan efisien. 
Kedua, kompetensi kewenangan dan fungsi KPK, yang memiliki landasan 
dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara substantif memiliki kesamaan 
tanggung jawab operasional dalam hal melakukan tindakan hukum penyidikan 
dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan penyidik. 
Begitupula dengan mekanisme penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh 
Kepolisian, Kejaksaan dan KPK mempunyai kesamaan dalam melakukan tugas 
tersebut namun di sini, keberadaan KPK yang memiliki tugas dan kewenangan 
yang diberikan oleh undang-undang menjadi kekuatan baru bagi para pengusut 
kasus tindak pidana korupsi, bukan menjadi suatu alasan terjadinya tumpang-
tindih diantara ketiganya, apabila dalam menerapkan undang-undang yang terkait 
dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak digunakan secara parsial atau 
tidak menyeluruh akan tetapi harus digunakan secara menyeluruh karena 
sebenarnya undang-undang telah memberi isyrat agar tidak terjadi tumpang tindih 
diantara para penegak hukum. 
Ketiga, dengan adanya kerjasama KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan 
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang diuraikan di muka, 
menunjukkan bahwa KPK dalam melaksanakan kewenangan kekhususannya 
berbeda dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, KPK tidak melaksanakan 
kekhususan yang luar biasa tersebut secara otoriter dalam pemberantasan korupsi, 
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tetapi masih memerlukan kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan walaupun 
berbeda kewenangan masing-masing. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas 
dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang multi kewenangannya itu 
dengan adanya hubungan koordinasi dan supervisi yang telah dikemukakan di atas 
menunjukkan supaya tidak ada lagi benturan-benturan dan saling tumpang tindih 
kewenangan KPK yang memiliki kewenangan kekhususan tersebut dengan 
kewenangan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan hukum 
pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga pemberantasan korupsi dapat 




Pertama, bagi lembaga penegak hukum, hendaknya dalam proses 
penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK 
agar tidak terjadi tumpang-tindih di antara ketiganya, agar supaya dalam 
menerapkan undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi tidak 
diterapkan secara parsial, akan tetapi digunakan secara menyeluruh, karena 
undang-undang adalah sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum 
telah memberikan isyarat agar tidak terjadi tumpang tindih di antara ketigannya. 
Kedua, bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hendaknya 
kewenangan supervisi yang dimiliki oleh KPK dimaksudkan agar menjadi dasar 
pengawasan bagi KPK sebagai lembaga independen untuk mengawasi instansi 
yang memiliki tugas menangani kasus tindak pidana korupsi agar tidak terjadi 
penyalahgunaan fungsi, tugas dan kewenangannya, selain itu aparat supervisor 
dari institusi KPK agar mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam menjalani 
tugasnya sebagai supervisor agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. 
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